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Abstract: 

This study aims to analyze the methodological approach of comparative law in examining the legal 

systems of Indonesia and Singapore. The comparative law method is employed as an analytical tool to 

identify similarities and differences between the two legal systems, which are shaped by distinct 

historical, cultural, and legal traditions. Indonesia adopts a mixed legal system influenced by 

customary law, Islamic law, and the civil law tradition, while Singapore predominantly follows the 

common law system derived from English legal tradition.This research applies a qualitative approach 

with a descriptive-analytical method, focusing on the examination of primary and secondary legal 

sources, as well as conceptual and comparative approaches. The findings indicate that methodological 

differences in the formation, application, and enforcement of law in both countries significantly affect 

the effectiveness of their respective legal systems. Singapore demonstrates a high level of consistency 

and efficiency in law enforcement through a well-integrated judicial system, whereas Indonesia faces 

challenges in harmonizing its pluralistic legal framework.In conclusion, the comparative law 

methodology provides significant contributions to understanding cross-national legal dynamics and 

serves as a foundation for developing more adaptive and contextual legal reforms in Indonesia. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara metodologis pendekatan perbandingan hukum 

dalam mengkaji sistem hukum Indonesia dan Singapura. Metode perbandingan hukum digunakan 

sebagai alat untuk memahami persamaan dan perbedaan karakteristik kedua sistem hukum yang 

dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Indonesia 

menganut sistem hukum campuran yang dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan sistem civil 

law, sedangkan Singapura lebih cenderung mengadopsi sistem common law yang berasal dari tradisi 

hukum Inggris.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, 

yang berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder, serta pendekatan konseptual dan 

komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metodologis dalam pembentukan, 

penerapan, dan penegakan hukum di kedua negara memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas 

sistem hukum masing-masing. Singapura menunjukkan konsistensi dan efisiensi dalam penegakan 

hukum melalui sistem peradilan yang kuat dan terintegrasi, sementara Indonesia menghadapi 

tantangan dalam harmonisasi berbagai sumber hukum yang pluralistik.metode kajian perbandingan 

hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sistem hukum lintas negara serta 

menjadi dasar dalam upaya reformasi hukum yang lebih adaptif dan kontekstual di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengatur 

hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, kultural, dan bahkan politik 

dalam suatu masyarakat. Dalam konteks negara modern, hukum perkawinan Islam tidak berdiri secara tunggal, 

melainkan berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan pluralitas hukum 

yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia dan Singapura sebagai dua negara dengan mayoritas dan 

minoritas Muslim di kawasan Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang menarik dalam pengaturan hukum 

perkawinan Islam.Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mengakomodasi hukum 

perkawinan Islam melalui sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Sementara itu, Singapura sebagai negara sekuler dengan komunitas Muslim minoritas mengatur hukum 

perkawinan Islam melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang memberikan kewenangan khusus bagi 

lembaga keagamaan dalam mengelola urusan keluarga umat Islam. Perbedaan latar belakang politik hukum ini 

menghasilkan variasi dalam implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik perkawinan.Dalam kajian 

hukum komparatif, analisis metodologis menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana dua sistem hukum yang 

berbeda mengadopsi, menyesuaikan, dan mengimplementasikan normanorma hukum Islam dalam konteks yang 

berbeda. Metode perbandingan hukum tidak hanya bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, tetapi juga 

mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti sejarah kolonial, sistem pemerintahan, 

serta kebijakan hukum nasional. 

Dengan demikian, pendekatan metodologis yang tepat akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif 

dan mendalam.urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum perkawinan Islam 

dapat beradaptasi dalam sistem hukum yang berbeda tanpa kehilangan substansi normatifnya. Selain itu, studi ini juga 

relevan dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam 

menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum. 

Singapura dapat dijadikan sebagai model alternatif dalam pengelolaan hukum Islam di negara dengan sistem 

sekuler yang tetap memberikan ruang bagi praktik keagamaan.menganalisis secara metodologis perbandingan hukum 

dalam sistem perkawinan Islam di Indonesia dan Singapura. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pendekatan 

metodologis yang digunakan dalam studi perbandingan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem hukum tersebut. 1 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis metodologis dalam 

perbandingan hukum perkawinan Islam antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Pendekatan ini dipilih karena 

penelitian bertujuan untuk mengkaji norma, asas, dan struktur hukum yang tertuang dalam peraturan 

perundangundangan serta doktrin hukum yang relevan, bukan pada perilaku empiris masyarakat 

Hasil DAN PEMBAHASAN 1.Konstruksi Metodologis Perbandingan Hukum 

Konstruksi metodologis perbandingan hukum merupakan kerangka berpikir ilmiah yang digunakan untuk 

menyusun, menganalisis, dan membandingkan dua atau lebih sistem hukum secara sistematis. Dalam konteks ini, 

“konstruksi metodologis” tidak hanya merujuk pada teknik membandingkan, tetapi juga mencakup pemilihan 

pendekatan, penentuan objek kajian, serta cara menginterpretasikan persamaan dan perbedaan hukum.Perbandingan 

hukum (comparative law) sendiri adalah metode dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

persamaan (similarities) dan perbedaan (differences) antar sistem hukum, sekaligus memahami faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya. 

Oleh karena itu, konstruksi metodologis menekankan bahwa perbandingan hukum harus dilakukan secara 

terstruktur, kontekstual, dan tidak sematamata bersifat deskriptif, melainkan juga analitis dan evaluatif.Tujuan 

Konstruksi Metodologis dalam Perbandingan Hukumperkawinan Islam di Indonesia dan Singapura berfungsi dalam 

mengatur relasi keluarga MuslimDalam kerangka metodologis, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi sistem 

                                                 
1 Zweigert, Konrad & Kotz, Hein. (1998). An Introduction to Comparative Law. Oxford: Oxford University Press. 
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hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi 

secara komprehensif bagaimana hukum Islam diadopsi dan diadaptasi dalam konteks negara yang berbeda 

karakteristiknya. 

Indonesia merepresentasikan negara dengan sistem hukum pluralistik berbasis mayoritas Muslim, sedangkan 

Singapura mencerminkan sistem hukum sekuler dengan pengakuan terbatas terhadap hukum agama.2 

Konstruksi metodologis memiliki beberapa tujuan utama, antara lain3 : 

1. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik masing-masing 

sistem hukum 

2. Untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dari suatu sistem hukum 

3. Untuk mendukung proses harmonisasi dan reformasi hukum 

4. Untuk mengembangkan teori hukum, khususnya dalam konteks lintas sistem dan lintas budaya 

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, tujuan ini menjadi penting karena adanya variasi penerapan hukum 

Islam di berbagai negara yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya.Pendekatan dalam Konstruksi 

Metodologis 

Dalam perbandingan hukum, terdapat beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu: 

a. Pendekatan Fungsional (Functional Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada fungsi hukum dalam masyarakat. Dua sistem hukum dibandingkan berdasarkan 

bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang sama, bukan semata pada perbedaan teks hukum.Pendekatan 

Struktural (Structural Approach) Pendekatan ini berfokus pada kelembagaan hukum, seperti peradilan, otoritas 

keagamaan, dan struktur penegakan hukum.Pendekatan Kontekstual (Contextual Approach) 

Pendekatan ini mempertimbangkan faktor sosial, budaya, politik, dan sejarah yang mempengaruhi 

pembentukan dan penerapan hukumTahapan Konstruksi Metodologis Perbandingan HukumAgar analisis 

perbandingan hukum bersifat sistematis, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut3: Penentuan objek 

perbandingan 

1. Menentukan aspek hukum yang akan dibandingkan, misalnya hukum perkawinan Islam di dua 

negara.Penentuan objek perbandingan 

2. Menentukan aspek hukum yang akan dibandingkan, misalnya hukum perkawinan Islam di dua 

negara.Relevansi Konstruksi Metodologis dalam Kajian Hukum Perkawinan IslamDalam konteks hukum 

perkawinan Islam, konstruksi metodologis perbandingan hukum menjadi penting karena: 

 Hukum Islam tidak diterapkan secara seragam di setiap negara 

 Adanya interaksi antara hukum agama dan hukum negara 

Kebutuhan untuk menemukan model hukum yang adaptif terhadap perubahan sosialMelalui pendekatan 

metodologis yang tepat, perbandingan hukum tidak hanya menghasilkan deskripsi perbedaan, tetapi juga 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang lebih responsif dan kontekstual. 

 

Perbandingan Substansi Hukum Perkawinan Islam 4 

Substansi hukum dalam konteks hukum perkawinan Islam merujuk pada keseluruhan norma, prinsip, dan 

aturan yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Substansi ini 

mencakup aspek-aspek fundamental seperti syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, mekanisme 

perceraian, hingga pengaturan mengenai poligami dan perlindungan terhadap pihak-pihak dalam keluarga. 

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh munakahat), substansi hukum bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, serta 

ijtihad para ulama yang kemudian mengalami proses kodifikasi dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. 

Oleh karena itu, substansi hukum perkawinan Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat mengalami 

penyesuaian sesuai dengan konteks sosial dan politik suatu negara. 

 

Substansi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Di Indonesia, substansi hukum perkawinan Islam telah mengalami kodifikasi melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua instrumen ini menjadi dasar 

utama dalam mengatur praktik perkawinan bagi umat Islam.Secara normatif, hukum perkawinan Islam di Indonesia 

mengakui prinsip-prinsip dasar fiqh, seperti keharusan adanya wali, saksi, ijab kabul, serta tujuan perkawinan untuk 

membentuk keluarga yang sakinah. Namun, negara melakukan intervensi melalui proses legalisasi dan administratif, 

                                                 
2 Atmasasmita, Romli. (2012). Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. 3  Zweigert, Konrad & Kotz, Hein. (1998). An 

Introduction to Comparative Law. Oxford: Oxford University Press. 
3 Supreme Court of Singapore. (2022). Judicial System and Case Law Development. Singapore Government Publication. 
4 Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 
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seperti kewajiban pencatatan perkawinan dan pembatasan poligami melalui izin pengadilan.Dalam hal perceraian, 

Indonesia mengatur bahwa talak tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui proses peradilan agama. Hal ini 

menunjukkan adanya transformasi dari hukum Islam klasik menuju sistem hukum modern yang menekankan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum. 

 

Substansi Hukum Perkawinan Islam di Singapura 

Berbeda dengan Indonesia, substansi hukum perkawinan Islam di Singapura diatur melalui Administration of 

Muslim Law Act (AMLA). Regulasi ini memberikan kerangka hukum khusus bagi komunitas Muslim dalam negara 

yang bersifat sekuler.Secara prinsipil, substansi hukum yang diatur tetap merujuk pada hukum Islam klasik, seperti 

ketentuan akad nikah, wali, dan saksi. Namun, terdapat fleksibilitas dalam penerapannya, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas.5 Dalam hal poligami, Singapura juga mengizinkan 

praktik tersebut, tetapi dengan pengawasan ketat dari otoritas keagamaan. Sementara itu, perceraian diatur melalui 

Syariah Court dengan prosedur yang relatif efisien dan administratif. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan 

antara prinsip hukum Islam dan tuntutan sistem hukum sekuler.6 

 

Analisis Perbandingan Substansi Hukum 

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan pada tingkat prinsipil, 

yaitu sama-sama mengadopsi norma dasar hukum Islam dalam mengatur perkawinan. Namun, perbedaan signifikan 

muncul dalam tingkat formalisasi dan implementasi hukum.Indonesia cenderung mengarah pada kodifikasi hukum 

yang lebih rigid dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini berdampak pada adanya standar yang lebih 

seragam, tetapi di sisi lain dapat mengurangi fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial.Sebaliknya, Singapura 

menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dan pragmatis. Substansi hukum Islam tetap dipertahankan, tetapi 

implementasinya disesuaikan dengan konteks masyarakat multikultural dan sistem hukum sekuler. 

Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan sosial, meskipun dalam ruang 

lingkup yang terbatas.Perbandingan substansi hukum ini menunjukkan bahwa penerapan hukum perkawinan Islam 

sangat dipengaruhi oleh politik hukum masing-masing negara. Indonesia menekankan integrasi dan unifikasi hukum, 

sementara Singapura lebih menekankan pada pluralisme dan adaptasi.Singapura unggul dalam efisiensi dan adaptasi, 

tetapi memiliki keterbatasan dalam cakupan penerapan hukum Islam.perbandingan hukum menegaskan bahwa 

substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya pengembangan hukum 

perkawinan Islam ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip normatif dan kebutuhan 

kontekstual masyarakat 

 

3 Perbandingan Struktur Kelembagaan Hukum 

warisStruktur kelembagaan hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang 

merujuk pada susunan institusi, organ, dan mekanisme yang berwenang dalam pembentukan, pelaksanaan, serta 

penegakan hukum. Dalam perspektif sistem hukum modern, struktur kelembagaan mencakup lembaga legislatif, 

eksekutif, yudikatif, serta institusi pendukung lainnya yang memiliki fungsi spesifik dalam menjaga keberlakuan 

hukum. 

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, struktur kelembagaan hukum tidak hanya mencakup institusi 

negara seperti pengadilan, tetapi juga lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan hukum Islam. Oleh karena itu, struktur kelembagaan hukum mencerminkan bagaimana hubungan antara 

agama dan negara dikonstruksikan dalam suatu sistem hukum tertentu.Dari aspek struktur hukum, Indonesia 

memiliki lembaga khusus yaitu Peradilan Agama yang berada dalam sistem peradilan nasional dan memiliki 

kewenangan luas dalam menangani perkara perkawinan Islam. 

Struktur ini menunjukkan integrasi yang kuat antara hukum Islam dan sistem hukum negara.Singapura 

mengelola hukum perkawinan Islam melalui lembaga seperti Syariah Court dan Majlis Ugama Islam Singapura 

(MUIS) yang berada dalam kerangka negara sekuler. Kewenangan lembaga ini bersifat terbatas dan spesifik pada 

komunitas Muslim. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang lebih tegas dibandingkan 

Indonesia.Perbedaan struktur ini berimplikasi pada efektivitas dan akses keadilan. Indonesia dengan sistem peradilan 

yang terintegrasi cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, sedangkan Singapura menonjolkan efisiensi 

administratif dan kontrol negara terhadap praktik hukum agama 8 

Struktur Kelembagaan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Di Indonesia, struktur kelembagaan hukum perkawinan Islam berada dalam kerangka sistem hukum nasional 

yang bersifat pluralistik. Lembaga utama yang berwenang dalam menangani perkara perkawinan Islam adalah 

                                                 
5 Singapore Academy of Law. (2020). The Singapore Legal System. Singapore: SAL Publishing. 
6 Singapore Academy of Law. (2020). The Singapore Legal System. Singapore: SAL Publishing. 
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Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.Peradilan Agama memiliki kewenangan 

absolut dalam menangani perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. 

Selain itu, terdapat lembaga pendukung seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang berperan dalam 

pencatatan dan administrasi perkawinan.Struktur ini menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara hukum Islam 

dan negara, di mana hukum Islam tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dilembagakan secara formal dalam 

sistem peradilan. Hal ini memberikan legitimasi yang tinggi terhadap pelaksanaan 

 

Struktur Kelembagaan Hukum Perkawinan Islam di Singapuraaan hukum perkawinan Islam di Indonesia 

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan sistem hukum sekuler yang tetap memberikan ruang 

terbatas bagi hukum Islam melalui lembaga khusus. Struktur kelembagaan hukum perkawinan Islam di Singapura 

diatur melalui Administration of Muslim Law Act (AMLA).Lembaga utama yang berperan adalah Syariah Court, 

yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perkawinan dan perceraian bagi umat Islam. Selain itu, 

terdapat Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang berfungsi sebagai otoritas keagamaan dalam mengelola urusan 

Islam, termasuk memberikan nasihat dan regulasi terkait hukum keluarga.Struktur ini menunjukkan adanya dualisme 

hukum, di mana hukum Islam berlaku secara terbatas dalam kerangka negara sekuler. Negara tetap memiliki kontrol 

terhadap lembaga keagamaan, sehingga pelaksanaan hukum Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum 

nasional Singapura. 

 

Analisis Perbandingan Struktur Kelembagaan 

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan mendasar dalam konstruksi 

kelembagaan hukum. Indonesia mengadopsi model integratif, di mana lembaga peradilan agama menjadi bagian dari 

sistem peradilan nasional. Sementara itu, Singapura menerapkan model dualistik, dengan pemisahan yang jelas 

antara lembaga hukum negara dan lembaga keagamaan.segi kewenangan, Peradilan Agama di Indonesia memiliki 

cakupan yang lebih luas dibandingkan Syariah Court di Singapura yang bersifat terbatas. Namun, dari sisi efisiensi 

dan administrasi, sistem di Singapura cenderung lebih terstruktur dan cepat dalam penyelesaian perkara. 

Perbedaan ini juga mencerminkan perbedaan dalam politik hukum masing-masing negara. Indonesia 

menempatkan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sedangkan Singapura 

menempatkannya sebagai bagian dari pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam masyarakat multikultural. 

 

Implikasi dan Evaluasi Kritis 

Struktur kelembagaan hukum memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan akses 

terhadap keadilan. Model Indonesia memberikan legitimasi yang kuat terhadap hukum Islam, tetapi menghadapi 

tantangan dalam hal birokrasi dan konsistensi putusan. Sebaliknya, model Singapura menawarkan efisiensi dan 

fleksibilitas, tetapi dengan keterbatasan dalam ruang lingkup kewenangan.perbandingan ini memberikan pelajaran 

penting bahwa desain kelembagaan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya 

masyarakat. 

Penguatan kelembagaan hukum perkawinan Islam di masa depan perlu mengarah pada keseimbangan antara 

legitimasi, efisiensi, dan keadilan substantif 

4.Budaya Hukum dan Konteks Sosial 

Budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang merujuk pada 

nilai-nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan sejauh 

mana masyarakat menerima, mematuhi, dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya 

hukum yang berkembang di masyarakat.budaya hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu budaya hukum internal 

(yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum) dan budaya hukum eksternal (yang hidup di tengah 

masyarakat). 

Kedua dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penerapan hukumBudaya hukum 

menjadi faktor kunci dalam menjelaskan perbedaan implementasi hukum perkawinan Islam di kedua negara. 

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memiliki budaya hukum yang lebih reseptif terhadap penerapan 

hukum Islam secara luas. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam praktik sosial, sehingga hukum Islam memiliki 

legitimasi kultural yang kuatdi Singapura, komunitas Muslim hidup dalam masyarakat multikultural dan sekuler, 

sehingga penerapan hukum Islam harus beradaptasi dengan prinsip pluralisme dan harmonisasi sosial. 

Hal ini menyebabkan hukum perkawinan Islam di Singapura lebih bersifat pragmatis dan kontekstualhukum 

merujuk pada kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan dan 

pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya, 

karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari kebutuhan dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat 

tersebut.kajian perbandingan hukum, analisis konteks sosial menjadi penting untuk menjelaskan mengapa suatu 

sistem hukum berkembang dengan karakteristik tertentu. Perbedaan konteks sosial akan menghasilkan perbedaan 

dalam penerapan hukum, meskipun sumber normatifnya sama, seperti dalam hukum perkawinan Islam. 
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Budaya Hukum dalam Sistem Perkawinan Islam di Indonesia 

Budaya hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perkawinan Islam, menunjukkan tingkat 

penerimaan yang tinggi terhadap nilai-nilai hukum Islam. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, sehingga norma-norma agama telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial 

masyarakat.Dalam praktiknya, masyarakat cenderung memandang perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hukum, 

tetapi juga sebagai ikatan religius yang sakral. 

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum perkawinan Islam relatif tinggi, meskipun masih terdapat praktik-

praktik informal seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri) yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma 

agama dan hukum negara.Budaya hukum aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama, juga 

menunjukkan kecenderungan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses penegakan hukum. Hal 

ini memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. 

 

Budaya Hukum dalam Sistem Perkawinan Islam di Singapura 

Di Singapura, budaya hukum masyarakat Muslim berkembang dalam konteks masyarakat yang multikultural 

dan sekuler. Sebagai kelompok minoritas, umat Islam di 

Singapura menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap sistem hukum nasional yang berlaku.Budaya hukum 

di Singapura cenderung lebih pragmatis dan administratif. Masyarakat Muslim menerima keberadaan hukum Islam 

dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh negara, dan cenderung mematuhi prosedur hukum formal yang berlaku. 

Tingkat kepatuhan terhadap aturan administrasi, seperti pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian, 

relatif tinggi.budaya hukum aparat dan lembaga keagamaan di Singapura juga menekankan pada efisiensi, 

profesionalisme, dan harmonisasi sosial. Hal ini mencerminkan orientasi negara dalam menjaga stabilitas sosial di 

tengah keberagaman masyarakat. 

 

5.Analisis Kritis Metodologis 

Analisis kritis metodologis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menelaah secara 

mendalam metode, pendekatan, dan kerangka analisis yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Analisis ini 

tidak hanya berfokus pada bagaimana metode diterapkan, tetapi juga mengevaluasi kelebihan, keterbatasan, serta 

relevansi metodologi tersebut dalam menjawab permasalahan penelitian.perbandingan hukum, analisis kritis 

metodologis menjadi penting untuk memastikan bahwa proses komparasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan 

kontekstual. 

Dengan demikian, hasil perbandingan tidak bersifat dangkal atau sekadar deskriptif, melainkan mampu 

memberikan pemahaman yang mendalam serta kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan ilmu hukum. 

Evaluasi Kritis terhadap Metodologi Perbandingan Hukum analisis menunjukkan bahwa penggunaan metode 

perbandingan hukum seringkali menghadapi beberapa keterbatasan. Pertama, adanya kecenderungan untuk 

membandingkan norma hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosialnya. Hal ini dapat 

menghasilkan kesimpulan yang bias atau tidak relevan.perbedaan terminologi dan konsep hukum antar 

negara dapat menimbulkan kesulitan dalam proses komparasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman konseptual 

yang mendalam agar perbandingan dapat dilakukan secara tepat.terdapat potensi bias normatif, di mana peneliti 

cenderung menilai sistem hukum lain berdasarkan standar sistem hukum yang dianutnya. Hal ini dapat mengurangi 

objektivitas dalam analisis 

 

Penerapan Analisis Kritis dalam Perbandingan Indonesia dan Singapura 

Dalam konteks perbandingan hukum perkawinan Islam antara Indonesia dan Singapura, analisis kritis 

metodologis menunjukkan bahwa perbedaan tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada struktur 

kelembagaan dan budaya hukum.cenderung mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, 

sementara Singapura dengan sistem sekuler memberikan ruang terbatas bagi hukum Islam melalui mekanisme 

khusus. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus mampu mengakomodasi perbedaan konteks 

tersebut.fungsional dan kontekstual menjadi lebih relevan dalam menganalisis kedua sistem hukum ini, karena 

mampu menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang berbeda karakteristiknya 

 

6.Implikasi Teoretis dan Praktis 

Implikasi teoretis dan praktis merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah yang menjelaskan kontribusi 

hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (teoretis) dan penerapannya dalam kehidupan nyata 

(praktis). Implikasi teoretis berfokus pada penguatan, pengembangan, atau bahkan kritik terhadap teori yang ada, 

sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan manfaat hasil 
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7.Tipologi Sistem Hukum dalam Perkawinan Islam 

Tipologi sistem hukum dalam perkawinan Islam merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan berbagai 

model penerapan hukum perkawinan Islam di berbagai negara berdasarkan karakteristik tertentu, seperti hubungan 

antara agama dan negara, bentuk kelembagaan hukum, serta tingkat kodifikasi norma hukum. 

Tipologi ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami variasi sistem hukum yang berkembang dalam 

dunia Islam, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum maupun kekhususan dari masing-masing sistemhukum 

perkawinan Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma yang bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur’an, 

Hadis, dan ijtihad), tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, 

politik, dan sejarah. Oleh karena itu, tipologi sistem hukum menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana hukum 

Islam diadaptasi dalam berbagai konteks negara. 

 

Dasar Klasifikasi Tipologi Sistem Hukum 

Tipologi sistem hukum dalam perkawinan Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator utama, antara 

lain: 

Relasi antara Agama dan Negara 

Klasifikasi ini melihat sejauh mana negara mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, apakah 

bersifat integratif, dualistik, atau sekuler. bTingkat Kodifikasi Hukum Mengacu pada sejauh mana norma-norma 

hukum Islam dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

 

Tipologi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

Indonesia dapat dikategorikan dalam tipologi sistem integratif-pluralistik, yaitu sistem yang 

mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa menghilangkan keberagaman hukum yang ada. 

Dalam sistem ini, hukum perkawinan Islam dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan dan ditegakkan 

melalui lembaga peradilan agama.Karakteristik utama tipologi ini adalah 

1. Adanya pengakuan formal terhadap hukum Islam dalam sistem hukum nasional 

2. Kodifikasi hukum yang relatif komprehensif 

3. Integrasi kelembagaan dalam struktur peradilan negara 

4. Tipologi Sistem Hukum Perkawinan Islam di Singapura 

Singapura dapat dikategorikan dalam tipologi sistem akomodatif-sekuler, yaitu sistem yang tidak menjadikan hukum 

Islam sebagai bagian utama dari hukum nasional, tetapi tetap memberikan ruang terbatas bagi penerapannya dalam 

komunitas Muslim. 

Karakteristik utama tipologi ini adalah: 

 Negara bersifat sekuler dengan pengakuan terbatas terhadap hukum agama 

 Hukum Islam berlaku secara khusus bagi komunitas Muslim 

 Kelembagaan hukum Islam berada dalam pengawasan negara 

Tipologi ini menunjukkan pendekatan pragmatis dalam mengelola keberagaman hukum dalam masyarakat 

multikultural. Analisis Perbandingan Tipologi Sistem Hukum 

Perbandingan tipologi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua 

negara mengelola hukum perkawinan Islam. Indonesia cenderung mengedepankan integrasi dan unifikasi, sedangkan 

Singapura menekankan pada diferensiasi dan adaptasi.tipologi ini membantu menjelaskan bahwa perbedaan sistem 

hukum bukan hanya disebabkan oleh perbedaan norma, tetapi juga oleh faktor struktural dan kontekstual. Dengan 

demikian, tipologi sistem hukum menjadi alat analisis yang penting dalam studi perbandingan hukum. 

 

 

 

Implikasi Tipologi terhadap Pengembangan Hukum 

Tipologi sistem hukum memiliki implikasi penting terhadap arah pengembangan hukum perkawinan Islam. 

Sistem integratif seperti di Indonesia memberikan legitimasi yang kuat, tetapi perlu meningkatkan fleksibilitas. 

Sebaliknya, sistem akomodatif seperti di Singapura menawarkan fleksibilitas, tetapi memiliki keterbatasan dalam 

legitimasi normatif.memahami tipologi ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi pengembangan hukum 

yang lebih adaptif dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. 
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8.Dinamika Kodifikasi dan Fleksibilitas Hukum 

Kodifikasi hukum merupakan proses sistematis dalam menghimpun, menyusun, dan merumuskan norma-

norma hukum ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis, terstruktur, dan mengikat secara formal. 

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, kodifikasi berarti mentransformasikan prinsip-prinsip fiqh munakahat ke 

dalam kerangka hukum nasional, sehingga memiliki kepastian dan kekuatan mengikat yang jelas.fleksibilitas hukum 

merujuk pada kemampuan suatu sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, perubahan nilai, 

serta kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan substansi normatifnya. 

Fleksibilitas ini biasanya tercermin dalam ruang interpretasi hukum, diskresi lembaga, serta kemampuan 

hukum untuk beradaptasi terhadap konteks yang berbeda.kodifikasi dan fleksibilitas merupakan dua konsep yang 

saling berkaitan namun seringkali berada dalam ketegangan: kodifikasi menekankan kepastian hukum, sedangkan 

fleksibilitas menekankan adaptabilitas hukum. 

 

Dinamika Kodifikasi Hukum Perkawinan Islam 

Dalam perkembangan hukum modern, kodifikasi hukum perkawinan Islam menjadi salah satu instrumen 

utama negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, kodifikasi dilakukan 

untuk menciptakan keseragaman hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat peran negara dalam 

mengawasi praktik perkawinan.dinamika kodifikasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kodifikasi yang terlalu 

rigid berpotensi membatasi ruang ijtihad dan mengurangi kemampuan hukum untuk merespons perubahan sosial. Di 

sisi lain, kodifikasi juga seringkali dipengaruhi oleh kompromi politik dan sosial, sehingga tidak sepenuhnya 

merepresentasikan hukum Islam klasik. Fleksibilitas Hukum dalam Konteks Perkawinan Islam Fleksibilitas hukum 

dalam perkawinan Islam terlihat dari adanya ruang interpretasi terhadap norma-norma hukum, baik melalui ijtihad 

ulama maupun melalui kebijakan lembaga hukum. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan 

dalam berbagai konteks sosial yang berbeda. fleksibilitas hukum dapat diwujudkan melalui: 

 Diskresi hakim dalam memutus perkara 

 Penyesuaian prosedur hukum terhadap kebutuhan masyarakat 

Interpretasi kontekstual terhadapFleksibilitas ini menjadi penting terutama dalam masyarakat yang 

mengalami perubahan sosial yang cepat, di mana hukum dituntut untuk responsif dan adaptif. 

 

Ketegangan antara Kodifikasi dan Fleksibilitas 

Salah satu temuan utama dalam analisis ini adalah adanya ketegangan antara kodifikasi dan fleksibilitas 

hukum. Kodifikasi yang kuat cenderung menghasilkan kepastian hukum, tetapi dapat mengurangi ruang adaptasi. 

Sebaliknya, fleksibilitas yang tinggi memungkinkan adaptasi, tetapi berpotensi mengurangi kepastian hukum.Dalam 

konteks perbandingan hukum, Indonesia cenderung menekankan pada kodifikasi, sedangkan Singapura 

menunjukkan kecenderungan pada fleksibilitas. Perbedaan ini mencerminkan pilihan politik hukum masing-masing 

negara dalam mengelola hukum perkawinan Islam. 

9.Model Interaksi antara Hukum Islam dan Hukum Negara 

Model interaksi antara hukum Islam dan hukum negara merujuk pada pola hubungan, mekanisme, serta 

bentuk integrasi antara norma-norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional dalam suatu negara. Interaksi ini 

mencerminkan bagaimana negara mengakui, mengadopsi, membatasi, atau mengakomodasi hukum Islam dalam 

kerangka hukum positif yang berlaku.hukum Islam tidak berdiri secara independen, melainkan beroperasi dalam 

ruang yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, struktur kelembagaan, dan dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, 

model interaksi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum perkawinan Islam diimplementasikan dalam 

berbagai sistem hukum yang berbeda. 

 

Model Interaksi di Indonesia 

Indonesia menerapkan model interaksi yang cenderung integratif-pluralistik, di mana hukum Islam 

diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan keberagaman hukum yang ada. Dalam konteks 

hukum perkawinan, negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan dan 

menegakkannya melalui lembaga peradilan agamamencerminkan adanya sinergi antara hukum agama dan hukum 

negara. Negara tidak hanya mengakui hukum Islam, tetapi juga berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi 

pelaksanaannya. Hal ini memberikan legitimasi formal terhadap hukum Islam sekaligus memastikan keseragaman 

dalam penerapannya. 

 

Model Interaksi di Singapura 

Singapura menerapkan model akomodatif-selektif, di mana hukum Islam diakui secara terbatas dalam 

kerangka negara sekuler. Hukum Islam berlaku khusus bagi komunitas Muslim dan diatur melalui regulasi khusus 

serta lembaga keagamaan yang berada di bawah pengawasan negara.Dalam model ini, negara tetap menjadi otoritas 
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utama, sementara hukum Islam berfungsi sebagai sistem hukum khusus yang bersifat komunal. Pendekatan ini 

memungkinkan negara untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural, sekaligus memberikan ruang 

bagi praktik keagamaan. 

 

Analisis Perbandingan Model Interaksi 

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa model interaksi hukum sangat 

dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan sejarah masing-masing negara. Indonesia dengan mayoritas Muslim 

cenderung mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sementara Singapura sebagai negara 

sekuler 2 2 dengan masyarakat multikultural memilih pendekatan yang lebih selektif.Dari perspektif metodologis, 

perbedaan ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu model interaksi yang universal. Setiap negara mengembangkan 

model yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. 
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